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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada 1) peningkatkan produktivitas, 2) jumlah tenaga kerja
dan 3) penghasilan usaha Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit
usaha ekonomi produktif di Kota Sragen
Populasi dari penelitian ini adalah 240 anggota KSM yang menerima dana PNPM melalui
program P2KP Kabupaten Sragen. Jumlah sampel sebanyak 48 responden yang diambil
dengan teknik quota sampling. Analisis data dengan uji beda rata-rata.
Hasil penelitian menunjukkan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dapat
meningkatkan produktivitas, 2) jumlah tenaga kerja, dan penghasilan KSM yang menerima
pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
Kata Kunci :
Program P2KP, Kelompok Swadana Mandiri, produktivitas. tenaga kerja, penghasilan dan
Sragen
ABSTRACT
ANALYSIS OF POVERTY REDUCTION PROGRAM




The purpose of this study is to determine the impact of the Urban Poverty Program (P2KP)
on a) increasing productivity, 2) the amount of labor and 3) operating income Kelompok
Swadana Mandiri (KSM) credit recipients in economically productive activities in the town
of Sragen
Population from this research is 240 members of KSM that received funding through the
program PNPM P2KP Sragen Regency. The sample of 48 respondents who were taken
with a quota sampling technique. Analysis data with test different mean.
The results showed 1) the Urban Poverty Program can increase productivity, 2) the amount
of labor, and income of KSM receiving credit relief in economically productive activities in
the town of Sragen.
Keywords:




Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2000 tentang
PROPENAS, Pemerintah menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai satu
dari beberapa prioritas. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sasaran yang
hendak dicapai dalam lima tahun adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin absolut
sebesar 4 persen dari tingkat kemiskinan pada tahun 1999 (Chalid, 2006).
Pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sejak
tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang
dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Program
tersebut terhenti di tengah jalan akibat krisis politik tahun 1965 (Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, 2007).
Sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan kembali program
penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita),
khususnya Repelita I-IV yang ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan
regional. Pada Repelita V-VI, Pemerintah melaksanakan program penanggulangan
kemiskinan dengan strategi khusus menuntaskan masalah kesenjangan  sosialekonomi
(TKPK, 2007). Jalur pembangunan ditempuh secara khusus dan mensinergikan
program reguler sektoral dan regional yang ada dalam koordinasi Inpres Nomor 3
Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan yang akhirnya
diwujudkan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Repelita V-VI pun gagal
akibat krisis ekonomi dan politik tahun 1997. Selanjutnya guna mengatasi dampak
krisis lebih buruk, Pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS)
yang dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial (BAPPENAS, 2007).
Permasalahan Kemiskinan di Indonesia semakin pentingnya maka melalui
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 2001 junto Nomor 34 dan Nomor 8
Tahun 2002 maka dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang
berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan,
pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan.
Untuk lebih mempertajam keberadaan Komite Penanggulangan Kemiskinan maka pada
tanggal 10 September 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Keberadaan TKPK
diharapkan melanjutkan dan memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPK
(TKPK, 2007). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tugas dari
TKPK adalah melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengurangan
jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah NKRI melalui koordinasi dan sinkronisasi
penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai
Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD) telah disusun dan dijabarkan melalui proses partisipatif dengan melibatkan
seluruh stakeholders pembangunan di daerah. SPK menggunakan pendekatan berbasis
hak (right-based approach) sebagai pendekatan utama dengan menegaskan adanya
pencapaian secara bertahap dan progresif dalam penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak dasar rakyat, memberikan perhatian terhadap perwujudan kesetaraan
dan keadilan gender, dan  percepatan pengembangan wilayah.
Kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua daerah,
terutama daerah yang padat penduduknya dan daerah yang memiliki sumber daya alam
yang terbatas. Pemerintah Kabupaten Sragen memandang kemiskinan merupakan
masalah yang bersifat multidimensi dan multi sektor yang harus segera diatasi karena
menyangkut harkat dan martabat manusia, sehingga Pemerintah berupaya memecahkan
persoalan kemiskinan dengan berbagai program.
Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial,
budaya, politik juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh
kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk
menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Berkaitan dengan sifat kemiskinan yang
multi dimensi tersebut maka kemiskinan telah menyebabkan dampak yang juga
beragam dalam kehidupan nyata, antara lain: (1) secara sosial ekonomi dapat menjadi
beban masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, (3) rendahnya
partisipasi masyarakat, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (6) kemungkinan merosotnya mutu
generasi yang akan datang (Rencana Strategis Departemen Pemukiman dan Prasarana
Wilayah, 2002).
Indikasi tersebut diatas merupakan kondisi yang saling terkait dan saling
mempengaruhi satu sama lain. Langkah prioritas Pemerintah dalam jangka pendek,
pertama, untuk mengurangi kesenjangan antar daerah antara lain dengan (1) penyediaan
sarana irigasi, air bersih, dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air
bersih; (2) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga terutama daerah terisolasi dan
tertinggal; serta (3) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki
pendapatan rendah dengan instrumen dana alokasi khusus (DAK). Kedua, untuk
perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui: bantuan dana stimulant
untuk modal usaha terutama melalui kemudahan dalam mengakses kredit mikro dan
UKM, pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja,
peningkatan investasi dan revitalisasi industri termasuk industri padat tenaga kerja,
pembangunan sarana dan prasarana berbasis masyarakat yang padat pekerja. Ketiga,
khusus untuk pemenuhan hak dasar penduduk miskin secara langsung diberikan
pelayanan antara lain (1) pendidikan gratis bagi penuntasan wajib belajar 9 tahun
termasuk bagi murid dari keluarga miskin dan penunjangnya; serta (2) jaminan
pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit
kelas III.
Dalam hal  mencapai ketiga langkah prioritas tersebut maka yang akan
dikembangkan dalam budaya pembangunan di Indonesia adalah pemberdayaan
masyarakat dan pelibatan peran aktif masyarakat, terutama masyarakat miskin, mulai
dari perencanaan program pembangunan, baik penentuan kebijakan dan
penganggarannya, sampai pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasinya.
Analisis dampak kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yang menarik
untuk dicermati karena tiga hal penting. Pertama, konteks desentralisasi pemerintahan
yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintah di berbagai negara, termasuk di
Indonesia. Kedua, studi tentang dampak kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh
berbagai pihak (kalangan akademisi dan praktiksi). Ketiga, esensi dan urgensi evaluasi
kebijakan publik dengan  kemanfaatan kebijakan yang dievaluasi terlihat melalui
dampaknya terhadap sasaran (target) yang dituju.
Tingginya angka penduduk miskin menuntut dilakukannya langkah-langkah
konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Dengan perkataan lain,
diperlukan kebijakan yang spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui program atau kebijakan yang berpihak pada si miskin. Kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan secara makro masih belum tepat sasaran dan jumlah,
masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dan memposisikan masyarakat
sebagai obyek sehingga masyarakat tidak terlibat dalam keseluruhan proses
penanggulangan kemiskinan.
B. Perumusan Masalah
Permasalahan kemiskinan dengan berbagai karakteristiknya ini tidak mudah
dipecahkan tanpa adanya keterlibatan semua unsur karena kunci utama dari upaya
penanggulangan kemiskinan di daerah adalah terbangunnya serta melembaganya
jaringan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dari tiga pilar yang ada di daerah:
Pemerintah daerah (Pemda), masyarakat, dan kelompok peduli (LSM, swasta,
perguruan tinggi, ulama/tokoh masyarakat, dan pers). Permasalahan kemiskinan dapat
ditanggulangi jika tiga komponen tersebut saling kerjasama dalam semangat
kebersamaan dan berpartisipasi mencari alternatif pemecahan masalah.
Peran pemda dalam membangun daerah menjadi titik sentral karena daerah
telah diberi kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri. Hal
ini merupakan perubahan besar dalam sejarah tata pemerintahan, perubahan yang
terjadi pada saat diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang menimbulkan perbedaan persepsi tentang kebijakan pembangunan dan
pola penanggulangan kemiskinan. Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dan
derasnya arus pemikiran baru yang berkembang dalam jargon-jargon reformasi telah
membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Apakah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat
meningkatkan produktivitas Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan
kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
2. Apakah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat
meningkatkan penyerapan tenaga kerja Kelompok Swadana Mandiri (KSM)
penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
3. Apakah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat
meningkatkan keuntungan  Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan
kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
C. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
melihat bagaimana keterkaitan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan
oleh pemerintah telah memberikan dampak menurunkan angka kemiskinan dan
perubahan kualitas hidup penduduk miskin di Kabupaten Sragen.
Secara khusus tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh :
1. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap peningkatan
produktivitas Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha
ekonomi produktif di Kota Sragen.
2. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap peningkatan
penyerapan tenaga kerja Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan
kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap peningkatan
keuntungan  Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha
ekonomi produktif di Kota Sragen.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah
untuk membuktikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin dan
dampak penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Sedangkan manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan kepada
para pengambil kebijakan di Pemda bahwa dalam Program Penanggulangan
Kemiskinan perlu mengimplementasikan kebijakan dengan baik sehingga dapat





Pemberdayaan secara teoritik dianggap sebagai pendekatan yang situasional.
Teori pemberdayaan telah berkembang dengan beraneka-ragam pijakan dalam 20
tahun terakhir ini. Pemberdayaan dapat berarti sebagai suatu proses, suatu
mekanisme dimana individu, organisasi dan masyarakat menjadi ahli akan masalah
yang mereka hadapi. Teori pemberdayaan mengasumsikan bahwa (1)
pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk orang yang berbeda; (2) pemberdayaan
akan berbeda bentuk untuk konteks yang berbeda; (3) pemberdayaan akan
berfluktuasi atau berubah sejalan dengan waktu. Seseorang dapat merasa
terberdayakan pada suatu saat dan tidak terberdayakan pada waktu yang lain,
bergantung pada kondisi yang mereka hadapi pada suatu waktu. Para akademisi
teori pemberdayaan menyatakan bahwa konsep pemberdayaan berlaku tidak hanya
bagi individu sebagai kelompok, organisasi dan masyarakat, namun juga bagi
individu itu sendiri (Fred, 1998).
Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment),
berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama
pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan
seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan
apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial
tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.
Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak
berubah atau tidak dapat dirubah.
Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan
tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial
antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan
hubungan kekuasaan dapat berubah. Pemahaman kekuasaan seperti ini,
pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang
bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat
tergantung pada dua hal:
1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah,
pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian
kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.
Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk
memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu
berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak
dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara (Modul
P2KP: 2006).
Shardlow (1998:32) dalam Adi (2003:54) melihat bahwa pemberdayaan pada
intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha
mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa
depan sesuai dengan keinginan mereka.
Pemberdayaan tergantung  kemampuan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri, karena kemiskinan mencerminkan ketiadaan pilihan bagi
seseorang. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus
diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan
rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan
kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya,
dengan kata lain, memberdayakannya (The Commission Global Government dalam
Kartasasmita: 1996). Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama,
melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi
lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh, dan
menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan.
Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat
tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek
dari upaya pembangunannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat harus terarah
(targetted). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ditujukan langsung kepada
yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya
dan sesuai kebutuhannya.
Dasar pemberdayaan  adalah kepercayaan kepada rakyat, maka program ini
harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang
menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai
beberapa tujuan, yaitu supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan
kehendak dan kamampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam merancang, malaksanakan, mengelola dan
mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Selanjutnya,
menggunakan pendekatan kelompok karena warga masyarakat secara sendiri-
sendiri yang kurang berdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang
dihadapinya. Karena organisasi adalah satu sumber power yang penting, maka
untuk pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting.
Pendekatan kelompok juga adalah paling efektif, dan dilihat dari penggunaan
sumber daya juga lebih efisien, yang terpenting pula adalah pendampingan.
Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam
mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, pendamping diperlukan untuk
membimbing mereka dalam upaya memperbaiki kesejahterannya. Pendampingan
ini dalam konsep pemberdayaan sangat esensial, dan fungsinya adalah menyertai
proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator,
komunikator, atau dinamisator, serta membantu mencari cara pemecahan masalah
yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
Pendampingan sosial sangat menentukan kerberhasilan program
penanggulangan kemiskinan. Mengacu  Ife (1995), peran pendamping umumnya
mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan
peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.
a.Fasilitator. Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi,
kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan
dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan  negosiasi,
memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan
pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
b.Pendidik. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif
dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar
gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.
Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan
konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa
tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.
c.Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi
antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi
kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari
sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan
hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.
d.Peran-peran teknis. Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis.
Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer perubahan” yang
mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas
teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis
sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi,
berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.
2. Indikator Pemberdayaan
Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang
lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995:56). Pemberdayaan menunjuk pada usaha
pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan
Levin (1987:xiii). Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi,
dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas)
kehidupannya (Rappaport, 1984:3). Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan
mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan
atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang
mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa seseorang
memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk
mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya
(Parsons, et al., 1994:106).
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok
rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang
memungkinkan obyek dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh
barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam
proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa
pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan
adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan
kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami
masalah kemiskinan. Sebagi tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau
hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin
yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun
sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,
mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri
dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai
tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai
sebuah proses.
Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator
pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks
pemberdayaan (Girvan, 2004):
1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau
wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah
ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika
individu mampu pergi sendirian
2) Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’: kemampuan individu untuk
membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak
tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun
mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan
kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa
meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang
tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3) Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan individu untuk
membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV,
radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas,
poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan
sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli
barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: mampu
membuat keputusan secara sendiri mapun bersama suami/istri mengenai
keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah,
pembelian kambing untuk diternak, memperoleh kredit usaha.
5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai
apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak,
mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang
melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai
pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama
presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum
waris.
7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap
‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain
melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang
mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan
bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai
pemerintah.
8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah,
asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia
memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya
3. Pendekatan Pemberdayaan
Menurut pendapat Ife (1995: 61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian
kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan
hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau
penguasaan klien atas:
1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan
dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal,
pekerjaan.
2) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras
dengan aspirasi dan keinginannya.
3) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan
gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4) Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan
mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan
sosial, pendidikan, kesehatan.
5) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal
dan kemasyarakatan.
6) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme
produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran,
perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.
Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai
melaui penerapan pendekatan pemberdayaan. Parsons, et al., (1994: 112-113)
menyatakan, proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif.
Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan
terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting
pertolongan perseorangan, meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan
rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama
pemberdayaan.
Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan
melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat
dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini  tetap berkaitan
dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain
di luar dirinya. Karenanya, dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat
dilakukan melalui tiga pendekatan: mikro, mezzo, dan makro.
1) Pendekatan Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu
melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention.
Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam
menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai
Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (task centered approach).
2) Pendekatan Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien.
Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media
intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya
digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan,
keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan
permasalahan yang dihadapinya.
3) Pendekatan Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem
Besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada
sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan
sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat,
manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.
Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi
untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta
menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.
Pemberdayaan dalam penelitian ini menyangkut tiga aspek yaitu: pendampingan,
pelibatan obyek dan  dilakukan secara kelompok.
4. Kemiskinan
Miskin didefinisikan sebagai ketidakmampuan berpartisipasi dalam
bermasyarakat secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu bentuk
kemiskinan tidak hanya unidimensi tetapi mencakup juga kemiskinan insani dan
kemiskinan martabat (Lubis, 2004). Kemiskinan adalah profil kehidupan
masyarakat yang menggambarkan ketidakmampuannya untuk hidup layak dan
berpartisipasi dalam pembangunan yang sedang dan terus berjalan. Kemiskinan
tersebut akan menghambat perkembangan dirinya, mempersulit masyarakat secara
luas, dengan sendirinya menghambat pembangunan (Pasandaran, 1994).
Pendekatan kemiskinan yang dilakukan oleh BPS dalam menghitung garis
kemiskinan berdasarkan pada ukuran pendapatan, dimana batas kemiskinan
dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk
memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Mengenai
kebutuhan makanan digunakan patokan 2100 kalori per hari, dan pengeluaran
kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan,
sandang, serta aneka barang dan jasa.
Sedangkan Sayogyo (1985), dalam menentukan garis kemiskinan
menggunakan ekuivalen konsumsi beras per kapita. Tolok ukur yang digunakan
untuk mengukur batas garis kemiskinan tersebut adalah pendapatan yang bernilai
setara dengan 240 kg beras untuk penduduk di desa dan 360 kg beras di kota.
Tingkat kemiskinan penduduk ditinjau dari segi pendapatan ini diukur dari
pengeluaran kebutuhan dasarnya. Indikator yang digunakan untuk menyatakan
kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar adalah Head Count Index
(HCI), yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis
kemiskinan (Lubis, 2004).
Sementara itu, Arsyad (1992), menyatakan ada 2 macam ukuran kemiskinan
yang umumnya digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.
(1) Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan
pendapatan dan kebutuhan, perkiraan kebutuhan yang dibatasi pada kebutuhan
pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk
dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan
minimumnya, maka dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan
diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat
pendapatan yang diperlukan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.
(2) Kemiskinan relatif, dimana tingkat kemiskinan lebih ditujukan pada
perbandingan tingkat kehidupan satu wilayah dengan wilayah lain.
Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks
dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi
ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi. Secara
umum kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan,
keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan
kebutuhannya.
Oleh karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut maka kemiskinan
telah menyebabkan akibat yang beragam dalam kehidupan nyata, antara lain: (a)
secara sosial ekonomi menjadi beban masyarakat, (b) rendahnya kualitas dan
produktivitas masyarakat, (c) rendahnya partisipasi masyarakat, (d) menurunnya
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (e) menurunnya kepercayaan
masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
dan (f) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Semua indikasi
tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain
(Depkimpraswil, 2002).
Chalid (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia
secara konseptual terbagi dalam tiga kategori yakni, pertama, kemiskinan alamiah,
kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumberdaya yang langka jumlahnya, atau
karena tingkat perkembangan tehnologi yang sangat rendah, termasuk di dalamnya
adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju denga pesat di tangah-
tangah sumberdaya alam yang tetap. Kedua, kemiskinan struktural, kemiskinan
yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur social sehingga
mereka tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya
tersedia bagi mereka. Ketiga, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang muncul
karena tuntutan tradisi/adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara
perkawinan, kematian atau pesta-pesta adat lainnya termasuk juga dalam hal ini
sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang orientasi ke
depan.
Frank (1984) menyatakan keterbelakangan merupakan hasil dari hubungan
yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara maju. Pernyataan
tersebut menjelaskan suatu keadaan bahwa kemiskinan selain disebabkan adanya
faktor internal seperti mentalitas dan kemiskinan juga disebabkan struktur dan pola
hubungan negara. Sedangkan Tawney (dalam Chalid 2006: 6.6) menuturkan sebuah
ilustrasi tentang Cina tahun 1931 bahwa, ada daerah-daerah dimana posisi
penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai
ke leher sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup untuk
menenggelamkannya.
5. Penanggulangan Kemiskinan.
Penanggulangan kemiskinan di berbagai negara berkembang sekarang ini
secara umum telah mengakui adanya paradigma baru (ul Haq, 1995). Bukti empiris
di negara berkembang telah menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat
miskin jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi sacara
keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya mengalir  ke seluruh
lapisan rakyat jika semua orang tidak  mendapatkan kesempatan yang sama dalam
memiliki akses ke sumber daya kunci.
Tingkat hidup golongan madyarakat miskin tidak dapat dinaikan hanya
dengan menaikkan daya belinya melalui program kesejahteraan sosial yang
biasanya berumur pendek. Peningkatan tingkat hidup golongan miskin hanya bisa
dilaksanakan dengan peningkatan produktivitasnya. Hal ini menuntut adanya
kelembagaan baru yang dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat ini,
karena struktur kekuasaan yang ada sering kali berpijak pada hubungan sekutu yang
berbeda-beda antara elit politik dan ekonomi.
Pasar bukanlah alat yang berhasil-guna dan dapat diandalkan untuk
menentukan penggunaan sumber daya bila pembagian pendapatan sangat pincang.
Sistem harga yang berlaku sering kali hanya merupakan suatu alat dari
perimbangan kekuasaan ekonomi dan politik yang ada. Dalam lingkungan seperti
ini mekanisme pasar tidak akan berfungsi efektif dan merata kecuali jika struktur
hak milik alat produksi diubah secara mendasar. Perumusan strategi pembangunan
yang berpijak pada kebutuhan pokok manusia dan bukan permintaan pasar harus
lebih banyak mendapat perhatian.
Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran
tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun
di pemerintahan pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah,
mungkin juga disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah
(Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). Otonomi daerah
memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak
spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri.
Selain itu peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan
pemerintah di aras kabupaten dan kota, serta pemerintah desa.
Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan dan
diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di
Indonesia. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek
pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang
dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang
terjadi adalah tingkatkesenjangan yang semakin tinggi.
Strategi  mengembangkan dan meningkatkan peranan usaha masyarakat
dalam mencapai kemandirian serta kemampuan dan otonomi daerah adalah wujud
nyata dari pelaksanaan demokrasi ekonomi. Mubyarto (1996) mengemukakan
bahwa perekonomian rakyat harus benar-benar menjadi bagian penting dari sistem
ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah
memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain berupa : (1) masih berorientasi
kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakan
yang bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, (4)
memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek,(5) orientasi
penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat dari pada
produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan solusi yang bersifat
generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa
memperhatikankemajemukan yang ada. Karena begitu beragam sifat tantangan
yang ada,maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber
dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung
(Bappenas, 2008).
Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1996)
digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) kebijaksanaan yang secara tidak langsung
mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang
mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, (2) kebijaksanaan yang
secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran,
dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah
terpencil melalui upaya yang sangat khusus.
Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang
menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan
penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan
kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang
kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap
prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan,
sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebijaksanaan khusus
diutamakan pada penyiapan penduduk miskin di lokasi yang terpencil untuk dapat
melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya pada masyarakat
setempat. Konsep tersebut di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan penduduk
selalu berkaitan dengan pendapatan penduduk yang digunakan untuk membiayai
kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.
B. Penelitian Terdahulu
Menurut Taufiq et.al., (2008) Konsep pembangunan atau pengembangan
masyarakat lokal (local community development) muncul sebagai reaksi terhadap
pembangunan nasional yang memiliki bias-bias kekuasaan, yang menempatkan
penguasa dengan kepentingannya pada posisi dominan. Setiap usaha pembangunan dan
pengembangan masyarakat lokal paling tidak mensyaratkan empat hal, yakni: Pertama,
usaha itu mengharuskan pengenalan karakter yang khas secara saksama sehingga
pendekatan yang digunakan dapat sejalan dengan sifat-sifat masyarakat; Kedua; adanya
partisipasi masyarakat karena masyarakat memiliki preferensi-preferensi dalam
berbagai bentuk; Ketiga, adanya pembelaan terhadap status marginal; Keempat,
pemanfaatan sumber daya dan kekuatan dari dalam
Penelitian Taufiq et.al., (2008) tentang Upaya Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal : Belajar dari Pelaksanaan Program
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak menemukan bahwa salah satu sisi penting pelaksanaan P2KP adalah
adanya tawaran dari program sebagai suatu upaya menyelesaikan masalah kemiskinan
masyarakat kota melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat
diposisikan sebagai pelaku utama dalam kegiatan pengentasan kemiskinan. Pada
konteks ini, agar mampu mengelola kegiatan P2KP secara optimal, maka
pengembangan kapasitas masyarakat menjadi sangat penting.  Kemampuannya
mengelola sumber daya yang dimiliki akan membantu mereka untuk lebih mandiri dan
tidak bergantung pada pemerintah.
Hasil penelitian Taufiq et.al., (2008) menyimpulkan bahwa program P2KP di
Kelurahan Bintoro menunjukkan bahwa program daya fisik dan daya sosial lebih
berhasil bila dibandingkan dengan daya ekonomi. Secara keseluruhan program P2KP
ini telah berhasil menumbuhkan kebersamaan atau keswadayaan terutama untuk
kegiatan-kegiatan fisik dan sosial. Hal tersebut menunjukkan sisi positif program P2KP
yang berhasil menumbuhkan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan
program dan kegiatan yang telah berjalan. Namun, disayangkan masih rendahnya
partisipasi kelompok miskin dalam pembentukkan BKM serta banyaknya anggota
KSM yang bukan berasal dari kelompok miskin. Penelitian ini menghasilkan
kesimpulan lain bahwa untuk progeam kemitraan maka program ini mampu
meningkatkan produktivitas dan keuntungan mitra binaan yang berupa UMKM.
Menurut Budiani, (2007) permasalahan pengangguran merupakan permasalahan
yang sampai saat ini belum bisa untuk diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya
dan pemerintah daerah pada khususnya. Berbagai cara dalam  mengatasi permasalahan
ini sudah ditempuh oleh pemerintah namun masalah ini belum juga mampu untuk
diselesaikan. Pengangguran ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara
permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Masalah pengangguran ini sangat
penting untuk diperhatikan kar ena pengangguran itu sangat berpontensi menimbulkan
kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu,
pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus
mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, energi listrik, sepatu, jasa dan sebagainya
setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan.
Penelitian Budiani  (2007) tentang  Efektivitas Program Penanggulangan
Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan
Denpasar Timur Kota Denpasar, menghitung tingkat efektivitas program
penanggulangan pengangguran dengan variabel-variabel sebagai berikut : 1) Ketepatan
Sasaran Program, 2) Sosialisasi Program, 3) Tujuan Program dan 4) Pemantauan.
Sedangkan untuk mengetahui perubahan keadaan ekonomi masyarakat yang mengikuti
program penanggulangan pengangguran ini digunakan konsep sebelum dan sesudah
mengikuti program dengan menggunakan alat analisis statistik beda dua rata-rata.
Hasil penelitian Budiani  (2007) menyimpulkan bahwa 1) dilihat dari variabel
ketepatan sasaran program dan variabel tujuan program penanggulangan pengangguran
dapat dikatakan cukup efektif. Untuk variabel tingkat sosialisasi program diperoleh
hasil sangat efektif. Sedangkan jika dilihat dari variabel pemantauan pelaksanaan
program oleh dinas terkait diperoleh hasil tidak efektif. Hal ini disebabkan karena
pemantauan oleh petugas yang seharusnya dilaksanakan tiap triwulan atau tiga bulan
sekali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pemantauan oleh petugas memang
dilaksanakan, akan tetapi dalam jangka waktu atau periode yang tidak teratur. 2) Untuk
tingkat pendapatan peserta program setelah mengikuti program penanggulangan
pengangguran yang dilaksanakan oleh Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” di Desa
Sumerta Kelod diperoleh hasil positif. Hal ini berarti pendapatan peserta program
menjadi meningkat setelah mengikuti program penanggulangan pengangguran.
Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan keterampilan dan
keahlian yang dimiliki oleh para peserta setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan
sesuai dengan bidang usaha yang ditekuni. Selain itu adanya kemudahan dalam hal
promosi juga didapatkan oleh para peserta program melalui pameran-pameran yang ada
sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas dan
pemasaran produk menjadi lebih mudah. Hal ini tentu saja berdampak pada
peningkatan pendapatan para peserta. Disamping itu program ini berhasil mengurangi
pengangguran pada masyarakat.
C. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS, Pemerintah
menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai satu dari beberapa prioritas.
Untuk mencapai sasaran tersebut maka kebijakan penanggulangan kemiskinan harus
lebih diarahkan pada perluasan akses masyarakat miskin atas fasilitas pendidikan,
fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Sasaran penanggulangan kemiskinan ini adalah menurunkan jumlah penduduk
miskin, meningkatkan asksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
terutama pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar termasuk air minum dan sanitasi;
mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin terutama untuk pendidikan dan
kesehatan, prasarana dasar khususnya air minum dan sanitasi, meningkatkan kualitas
hidup keluarga miskin; dan meningkatkan pendapatan dan kesempatan berusaha
kelompok masyarakat miskin, termasuk meningkatnya akses masyarakat miskin
terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi.
Mustopadidjaja (1988) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan
tergantung pada 3 unsur penting yaitu (1) adanya program atau kebijakan yang
dilaksanakan, (2) adanya dukungan dari terget group atau kelompok masyarakat yang
menjadi sasaran dan diharapkan akan manerima manfaat dari perubahan, dan (3) unsur
pelaksanaan, baik organisasi maupun program yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
Sementara itu, Ndraha (1997) berpendapat bahwa sikap dan perilaku merupakan
salah satu aspek penting yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Sikap
adalah kecendrungan jiwa terhadap sesuatu, sedangkan perilaku adalah operasionalisasi
dan aktualisasi sikap seseorang atau kelompok dalam atau terhadap situasi dan kondisi
lingkungan baik masyarakat, alam, tehnologi atau juga organisasi.
Dalam rangka  mendekatkan kebijakan publik yang diformulasikan (kebijakan
makro) dengan operasionalisasi program-program di lapangan, diperlukan pendekatan
yang holistik dan terpadu baik kebutuhan program yang berdampak langsung dan
berjangka pendek seperti crash program, peningkatan usaha produktif dan lain
sebagainya, maupun berdampak tidak langsung yang sifatnya berjangka menengah dan
panjang seperti penyediaan prasarana dan sarana untuk memberikan akses terhadap
pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemudahan serta menunjang mobilitas kehidupan
sosial ekonomi masyarakat khususnya orang-orang miskin.
Berdasarkan pemahaman tersebut, dikembangkan kerangka berpikir yang









Kebijakan dan program bantuan sosial yang merupakan crash program dalam rangka
penanggulangan kemiskinan untuk kelompok rentan perlu diimplementasikan secara
baik khususnya dalam hal kriteria dan indentifikasi kelompok sasaran penerima.
Bidang kesehatan merupakan komponen penting bagi upaya penanggulangan
kemiskinan. Pendekatan Program ini apabila akan diteruskan perlu dilakukan secara
komprehensif berbasis keluarga. Dengan pendekatan keluarga maka program
pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program peningkatan kesehatan
bagi ibu hamil dan anak balita akan terlaksana dengan baik. Juga kepala keluarga akan
memperoleh kemudahan dalam mengakses sumber-sumber permodalan, termasuk
bantuan dana bergulir atau program padat karya.
Pada akhirnya dampak dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan
sangat tergantung pada kapasitas si miskin sendiri yang tercermin dalam knowledge,
attitude, dan practices untuk berjuang keluar dari belenggu kemiskinan. Dalam
program kemitraan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) maka
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas UMKM penerima bantuan dana,
meningkatkan keuntungan dan mengurangi pengguran.
D. HIPOTESIS
Hipotesis dalam penelitian ini antara lain :
1. Diduga Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) meningkatkan
produktivitas Kelompok Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian
bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
2. Diduga  Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) meningkatkan
tenaga kerja Kelompok Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian
bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
3. Diduga  Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) meningkatkan
penghasilan Kelompok Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian




Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sragen Kabupaten Sragen. Penelitian ini
dilaksanakan dengan untuk pengumpulan data sekunder dari instansi Badan Pusat
Statistik Kabupaten Sragen, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sragen
dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen. Sedangkan data
Primer diambil dengan kuesioner kepada anggota KSM di Kota Sragen
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder diperoleh dari kompilasi data pencatatan administrasi atau dokumen-dokumen
yang terkait dengan kajian penelitian sepereti Sragen Dalam Angka, Dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sragen dan Rencana Strategi
Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009-2010 (RENSTRA). Data
sekunder ini dijaring dengan menggunakan instrumen pedoman review document.
C. Pengumpulan Data
Populasi dari penelitian ini adalah 240 anggota kelompok swadana mandiri
(KSW) yang menerima dana PNPM melalui program P2KP Kabupaten Sragen. Jumlah
anggota KSW bervariasi antara 8 hingga 12 anggota. Tiap anggota kelompok
mendapatkan dana antara Rp 400.000,00 sampai Rp 5.000.000,00.
Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya dapat diselidiki dan
dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini
sebesar 5 % dari populasi kelompok yaitu 12  (5% x 240) kelompok, dengan masing –
masing kelompok diambil 4 anggota, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini
sebesar 48 (12 x 4) responden. Alasan pengambilan sampel ini karena populasi dalam
penelitian ini diasumsikan homogen, sehingga jumlah sampel tersebut dinilai telah
mewakili terhadap jumlah populasi penelitian (Singarimbun dkk, 1995).
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik quota sampling,
yaitu cara pengambilan sampel dari populasi berdasarkan jumlah masing – masing
populasi pada setiap kelompok atau wilayah (Jogiyanto 2008).
D. Analisis Data
Uji Beda Mean Produktivitas, Tenaga Kerja dan Penghasilan
Uji beda mean digunakan untuk mengetahui perbedaan rata – rata productivitas,
tenaga kerja dan penghasilan yang diperoleh anggota kelompok KSW sebelum dan
setelah pelaksanaan program P2KP.













1x = rata-rata produktivitas, penyerapan tenaga kerja dan keuntungan UMKM
penerima bantuan dana  setelah pelaksanaan progran
2x = rata-rata produktivitas, penyerapan tenaga kerja dan keuntungan
sebelum pelaksanaan progran
n1 = banyaknya sampel kelompok setelah
n2 = banyaknya sampel kelompok sebelum
s1 = standar deviasi produktivitas, penyerapan tenaga kerja dan keuntungan
UMKM penerima bantuan dana  setelah pelaksanaan progran
s2 = standar deviasi produktivitas, penyerapan tenaga kerja dan keuntungan
UMKM penerima bantuan dana  sebelum  pelaksanaan progran
Prosedur
a. Hipotesis
Ho : b1 = b2 : penghasilan sebelum dan sesudah program PNPM adalah sama
H1 : b1 > b2 : penghasilan sebelum dan sesudah program PNPM
adalah sama
b. Tingkat signifikansi : =0,05
c. Kriteria Pengujian
Hasil perhitungan Zhitung dibandingkan dengan Ztabel pada taraf signifikasi 5%.
d. Kesimpulan :
Ho diterima jika Zhitung  Ztabel
Ho dittolak jika Zhitung > Ztabel
E. Definisi Operasional
a. Dana   P2KP
Dana yang dimaksud di sini adalah dana berupa kredit/pinjaman yang berasal dari
P2KP yang dimaksudkan untuk modal usaha. Modal usaha merupakan faktor yang
sangat penting dalam kegiatan usaha karena tanpa modal usaha tidak akan dapat
melakukan kegiatan usaha.
b. Produktivitas
Produktivitas yang dimaksud adalah banyaknya hasil produksi usaha persatuan
waktu dan luas. Mengingat produkrivitas diukur berdasarkan berbagai ukuran maka
dalam penelitian ini dijadikan satu ukuran. Misalnya untuk toko kelontong,








Dalam menjalankan usaha membutuhkan tenaga kerja baik yang terlibat secara
langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja dihitung dari jumlah tenaga kerja
yang ikut terlibat dalam proses kegiatan usahanya, dihitung dengan konsep hari
orang kerja.
1 HOK untuk lelaki dewasa yang  diukur berdasarkan lama bekerja   7 jam.
1 HOK untuk perempuan  dewasa yang  diukur berdasarkan lama bekerja 10 jam
1 HOK untuk anak anak  yang  diukur berdasarkan lama bekerja   14  jam
d. Keuntungan
Keuntungan  yang dimaksud adalah pendapatan bersih selama satu bulan dan
dihitung dalam satuan rupiah.
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
E. Hasil Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi sampel atau obyek penelitian
adalah 240 anggota kelompok swadana mandiri (KSM) yang menerima dana PNPM
melalui program P2KP Kabupaten Sragen. Jumlah anggota KSM bervariasi antara 8
hingga 12 anggota. Tiap anggota kelompok mendapatkan dana antara Rp 400.000,00
sampai Rp 5.000.000,00. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 5 % dari populasi
kelompok yaitu 12  (5% x 240) kelompok, dengan masing – masing kelompok diambil
4 anggota, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 48 (12 x 4) responden
Pada penelitian ini, data demografi sampel yang diukur adalah jenis kelamin,
usia, jumlah tanggungan, pendidikan terakhir, jenis usaha, dan besarnya dana yang
diterima. Data – data tersebut diharapkan dapat menjadi informasi mengenai
karakteristik anggota kelompok swadana mandiri (KSM) yang menerima bantuan
program P2KP di Kabupaten Sragen. Selaian data demografi, data yang didapatkan
pada penelitian antara lain jumlah tenaga kerja, Produktivitas dan penghasilan tiap
bulan sebelum dan setelah adanya program P2KP.
1. Jenis Kelamin
Dari hasil pengumpulan kuesioner sebayak 48 orang, distribusi frekuensi
responden ditujukkan pada Tabel 4.1. Berdasarkan tabel tersebut sebanyak 37
(77,1%) responden adalah laki – laki dan 11 (22,9%) berjenis kelamin perempuan.
Tabel 4.1
Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin




Sumber : data primer diolah (2010)
2. Umur
Distribusi responden menurut umur dibagi dalam klasifkasi dengan lima
katagori seperti ditunjukkan Tabel 4.2. Rata – rata umur responden adalah 42,98
tahun.
Tabel 4.2
Data responden berdasarkan umur
Umur Frekuensi Prosentase
31 - 35 Tahun 6 12,5
36 - 40 Tahun 19 39,6
41 - 45 Tahun 5 10,4
46 - 50 Tahun 5 10,4
50 Tahun keatas 13 27,1
Total 48 100.0
Rata-Rata Usia 42,98 Tahun
Minimal 31,00 Tahun
Maksimal 57,00 Tahun
Sumber : data primer diolah (2010)
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sampel dalam penelitian yang
memiliki umur 31 – 35 Tahun sebanyak 6 (12,5%) responden, umur 36 – 40 Tahun
sebanyak 19 (39,6%) responden, umur 41 – 45 Tahun sebanyak 5 (10,4%)
responden, umur 46 – 50 Tahun sebanyak 5 (10,4%) responden dan umur lebih
besar dari 50 Tahun hanya ada 13 (27,1%) responden. Hal ini berarti anggota KSM
penerima bantuan pinjaman P2KP rata-rata berusia produktif dan diharapkan dana
pinjaman P2KP dapat berkembang dan bergulir dengan baik. Responden dalam
penelitian ini didominasi oleh responden yang berumur antara 36 – 40 Tahun.
3. Jumlah Tanggungan Keluarga
Distribusi responden menurut jumlah tanggungan keluarga ditunjukkan
Tabel 4.3, dengan rata – rata tanggungan keluarga adalah 4 orang bervariasi dari 2
orang sampai 6 orang dan jumlah tanggungan keluarga responden didominasi 4
orang. Hal ini berarti paraanggota KSM rata-rata memiliki beban tanggungan
keluarga yang cukup besar.
Tabel 4.3
Data responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga
Jumlah Tanggungan
Keluarga Frekuensi Prosentase
2 orang 2 4,2
3 orang 10 20,8
4 orang 24 50,0
5 orang 10 20,8
6 orang 2 4,2
Total 48 100,0
Rata - rata 4 orang
Sumber : data primer diolah (2010)
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sampel dalam penelitian yang
memiliki tanggungan sebanyak 2 orang ada 2 (4,2%) responden, tanggungan
sebanyak 3 orang ada 10 (20,8%) responden, tanggungan sebanyak 4 orang ada 24
(50,0%) responden, tanggungan sebanyak 5 orang ada 10 (20,8%) responden dan
tanggungan sebanyak 6 orang ada 2 (4,2%) responden.
4. Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir distribusi frekuensi tingkat
pendidikan dari responden ditunjukkan Tabel 4.4. Berdasarkan tabel tersebut dapat
diketahui bahwa mayoritas responden 26 (54,2%) responden berpendidikan SD, 8
(16,7) responden memiliki pendidikan SMP dan 14 (29,2%) responden
berpendidikan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa para anggota KSM masih
memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Tabel 4.4






Sumber : data primer diolah (2010)
Tabel 4.5
Distribusi frekuensi berdasarkan jenis usaha
Usaha dagang Frekuensi Prosentase
Alat Dapur 10 20,8
Bakso 4 8,3
Batu Bata 1 2,1
Beras 2 4,2
Bumbu 1 2,1
Dagang Di Pasar 1 2,1
Dagang Hewan 1 2,1
















Sumber : data primer diolah (2010)
5. Jenis Usaha
Jenis usaha anggota kelompok KSM penerima dana pinjaman P2KP dalam
penelitian ini adalah pedagang. Tabel 4.5. menunjukkan jenis – jenis dagangan yang
dilakukan oleh responden. Mayoritas responden memanfaatkan dana P2KP untuk
mengembangkan usaha perdagangan  alat – alat dapur, toko kelontong, dagang
makanan, pakaian, dll. Hal ini menunjukkan bahwa semua responden anggota KSM
penerima pinjaman dana P2KP benar – benar dapat memanfaatkan dana pinjaman
tersebut untuk menambah modal usaha.
6. Besarnya Dana Yang Diterima
Distribusi responden menurut jumlah dana pinjaman P2KP yang diterima
ditunjukkan Tabel 4.6, dengan rata – rata pinjaman dana sebesar                          Rp
2.255.729,00. dan jumlah total sebesar Rp 108.275.000,00.
Tabel 4.6
Distribusi frekuensi besarnya dana P2KP yang diterima anggota KSM
Jumlah dana Frekuensi Prosentase
Rp 400.000,00 6 12,5
Rp    500.000,00 3 6,3
Rp 1.000.000,00 2 4,2
Rp 1.400.000,00 1 2,1
Rp 1.500.000,00 5 10,4
Rp 1.750.000,00 1 2,1
Rp 2.000.000,00 2 4,2
Rp 2.125.000,00 1 2,1
Rp 2.300.000,00 2 4,2
Rp 2.500.000,00 4 8,3
Rp 3.000.000,00 13 27,1
Rp 4.000.000,00 8 16,7
Total 48 100,0
Total dana P2KP Rp 108.275.000,00
Rata-Rata Rp 2.255.729,00
Sumber : data primer diolah (2010)
Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa anggota KSM menerima pinjaman dana
P2KP didominasi oleh pinjaman Rp 3.000.000,00 yaitu sebanyak 13 (27,1)
responden.
7. Produktivitas
Produktivitas yang diukur dalam penelitian ini adalah jumlah biaya yang
digunakan untuk modal berdagang dalam periode tertentu (bulanan). Tabel 4.7
menunjukan biaya produksi sebelum dan setelah adanya pinjaman dana P2KP dan
selisihnya
Tabel 4.7
Data produktivitas usaha sebelum dan setelah program







Minimal 95 95 0
Maksimal 2.4100 2.6100 2,000
Jumlah 296.821 338.560 41.739
Rata-rata 6.183 7.053 869
Sumber : data primer diolah (2010)
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui produktivitas  minimal dari angota
KSM sebelum program sebesar 95 kg dan setelah program tetap 95. Jumlah
maksimal produktivitas  usaha angota KSM sebelum program sebesar 2.4100 kg
dan setelah progam menjadi 2.6100 kg. Rata – rata produktivitas   usaha angota
KSM sebelum program sebesar 6.183 kg dan setelah program sebesar 7.0533 kg
dengan demikian ada peningkatan rata-rata jumlah  produktivitas sebesar 869 kg.
8. Tenaga Kerja
Tabel 4.8 menunjukkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam
melakukan usaha KSM sebelum dan setelah ada program P2KP.
Tabel 4.8
Data jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah program




Minimal 1 1 -
Maksimal 7 7 -
Jumlah 161 168 7
Rata-rata 3.35 3.50 0.65
Standar Deviasi 1,127 1,176 0,49
Sumber : data primer diolah (2010)
Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja minimal sebelum
dan setelah program adalah sama yaitu 1 HOK. Jumlah tenaga kerja maksimal
sebelum program dan setelah program juga sama yaitu 7  HOK dan Jumlah Total
tenaga kerja sebelum program adalah 161 HOK dan setelah adanya program
meningkat menjadi 168 HOK. Rata – rata jumlah tenaga kerja sebelum program
3,35 HOK dan setelah adanya program P2KP meningkat menjadi 3.50 HOK.
9. Keuntungan Usaha
Tabel 4.9 menunjukan keuntungan tiap bulan usaha anggota KSM sebelum
dan setelah adanya program P2KP.
Tabel 4.9




Minimal Rp      750.000,00 Rp      750.000,00 0
Maksimal Rp   3.500.000,00 Rp   4.000.000,00 Rp      500.000,00
Jumlah Rp 78.000.000,00 Rp 98.850.000,00 Rp 20.850.000,00
Rata-rata Rp   1.625.000,00 Rp   2.059.375,00 Rp      434.375,00
Sumber : data primer diolah (2010)
Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui keuntungan minimal anggota KSM
sebelum dan setelah program P2KP sebesar Rp 750.000,00. Jumlah maksimal
keuntungan usaha tiap bulan sebelum program sebesar                               Rp
3.500.000,00 dan setelah progam, naik menjadi Rp 4.000.000,00. Rata – rata
keuntungan tiap bulan sebelum program sebesar Rp 1.625.000,00 dan setelah
program naik menjadi Rp   2.059.375,00, dengan demikian ada peningkatan rata-
rata keuntungan usaha tiap bulan sebesar Rp 434.375,00.
F. Analisis Data
Untuk mengetahui dampak dari adanya program P2KP terhadap produktivitas,
tenaga kerja, dan keuntungan usaha, digunakan uji beda rata – rata. Hasil uji beda
antara sebelum dengan setelah adanya program P2KP ditunjukkan Tabel 4.11.
Tabel 4.11
Hasil uji beda rata - rata
Variabel
Uji Beda sebelum dengan
setelah adanya program Kesimpulan
Zhitung Signifikansi
Produktivitas -4,347 0,000 Signifikan
Tenaga Kerja -2,001 0,049 Signifikan
Keuntungan -5,435 0,000 Signifikan
 = 5%
Sumber : data primer diolah (2010)
Berdasarkan Hasil uji beda  rata – rata yang ditunjukkan pada Tabel 4.11
didapatkan hasil sebagai berikut :
(1) Produktivitas pada usaha anggota KSM sebelum setelah adanya pinjaman dana
P2KP meningkat dibanding sebelum adanya program. Hal ini ditunjukkan oleh nilai
Zhitung (4,347)> Ztabel (2,00) atau nilai Signifikansinya (0,00) < 0,05 dengan tingkat
kepercayaan 95%.
(2) Ada perbedaan rata – rata yang signifikan jumlah tenaga kerja usaha mitra sebelum
dengan setelah adanya adanya pinjaman dana P2KP, dengan jumlah tenaga kerja
setelah lebih besar dibandingkan sebelum adanya program. Hal ini ditunjukkan oleh
nilai Zhitung (2,001)> Ztabel (2,000) atau nilai Signifikansinya (0,049) < 0,05 dengan
tingkat kepercayaan 95%.
(3) Ada perbedaan rata – rata yang signifikan penghasilan tiap bulan mitra sebelum
dengan setelah adanya pinjaman dana P2KP, dengan penghasilan tiap bulan mitra
setelah lebih besar dibandingkan sebelum adanya program. Hal ini ditunjukkan oleh
nilai Zhitung (5,435)> Ztabel (2,00) atau nilai Signifikansinya (0,00) < 0,05 dengan
tingkat kepercayaan 95%.
G. Pembahasan
Hasil pengujian hipotesis dengan analisis uji beda rata-rata ditunjukkan Tabel
4.12.
Tabel 16
Rangkuman hasil analisis uji hipotesis
Kode Hipotesis Status
Hipotesis 1
Diduga program Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP) meningkatkan produktivitas Kelompok
Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian bantuan
kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
Terbukti
Hipotesis 2
Diduga program Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP) meningkatkan tenaga kerja Kelompok
Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian bantuan
kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
Terbukti
Hipotesis 3
Diduga program Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP) meningkatkan penghasilan Kelompok
Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian bantuan
kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
Terbukti
Dampak bantuan kredit usaha ekonomi produktif program P2KP di Kabupaten
Sragen dapat diketahui dengan melihat dampaknya terhadap produktivitas usaha,
jumlah tenaga kerja yang terlibat dan keuntungan anggota KSM.
a. Pengaruh program P2KP terhadap peningkatan produktivitas anggota KSM di
Kabupaten Sragen.
Berdasarkan uji beda rata-rata produktivitas usaha angota KSM yang
tiap bulan sebelum dengan setelah adanya program P2KP didapatkan hasil
bahwa ada perbedaan rata – rata yang signifikan produktivitas usaha angggota
KSM sebelum dan setelah adanya program P2KP, dimana produktivitas setelah
adanya program lebih besar dibandingkan sebelum adanya progam. Hal ini
menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini terbukti. Hasil ini
mendukung hasil penelitian dari Budiani  (2007).
Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan dana sebagai
tambahan modal kerja pada anggota KSM di Kabupaten Sragen dapat
meningkatkan produktivitas usaha, dengan demikian pemanfaatan dana dari
program P2KP sudah mencapai tujuan yang dikehendaki.
b. Pengaruh program P2KP terhadap peningkatan tenaga kerja usaha anggota
KSM di Kabupaten Sragen.
Berdasarkan uji beda rata-rata jumlah tenaga kerja sebelum dengan
setelah adanya program P2KP pada anggota KSM yang memanfaatkan dana,
didapatkan hasil bahwa ada perbedaan rata – rata yang signifikan jumlah tenaga
kerja sebelum dan setelah adanya program, dimana jumlah tenaga kerja setelah
lebih besar dibandingkan sebelum adanya progam. Hal ini menunjukkan bahwa
hipotesis kedua dalam penelitian ini terbukti. Hasil ini mendukung hasil
penelitian dari Taufiq et.al., (2008)
Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan dana sebagai
tambahan modal kerja pada usaha anggota KSM di Kabupaten Sragen dapat
meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja.
c. Pengaruh program P2KP terhadap peningkatan keuntungan anggota KSM di
Kabupaten Sragen.
Berdasarkan uji beda rata-rata keuntungan anggota KSM sebelum
dengan setelah adanya program P2KP pada anggota KSM yang memanfaatkan
dana, didapatkan hasil bahwa ada perbedaan rata – rata yang signifikan
keuntungan usaha anggota KSM sebelum dan setelah adanya program, dimana
keuntungan usaha anggota KSM setelah lebih besar dibandingkan sebelum
adanya progam. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian
ini terbukti, hasil ini mendukung penemuan Budiani  (2007).
Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan dana sebagai
tambahan modal kerja pada UMKM di Kabupaten Sragen dapat meningkatkan
penghasilan mitra.
H. Hasil temuan Lain.
Hasil ini juga menemukan bahwa propgram P2KP di Kota Sragen
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan UMKM penerima program dilibatkan
dari pelaksanaan sampai pada evaluasi, terdapat pendampingan yang baik,
dilakukan secara kelompok dan dilaksanakan berdasarkan konsep tanggung
renteng. Kelemahan pelaksanaan program ini untuk kelompok sasaran dimana
masih ada kelompok yang sudah sejahtera mendapatkan kucuran dana P2KP.
Kesimpulannya bahwa P2KP di Kota Sragen sudah dilkukan berdasarkan




Berdasarkan hasil analisis data beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:
4. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat meningkatkan
produktivitas Kelompok Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian
bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
5. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat meningkatkan
penyerapan tenaga kerja yang terserap oleh Kelompok Swadana Mandiri (KSM)
yang menerima pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat meningkatkan
keuntungan  Kelompok Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian
bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dilakukan berdasarkan
konsep pemberdayaan masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dikemukakan beberapa saran sebagai
berikut:
1. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaaan (P2KP) merupakan program
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin kota perlu dilanjutkan karena
memang terbukti mampu meningkatkan produktivitas, keuntungan dan penyerapan
tenaga kerja.
2. Program ini perlu  dilakukan pembenahan-pembenahan mulai dari pembentukan
kelompok, pemberian modal usaha, pendampingan kelompok dan terutama
kelompok sasaran perlu dipertajam agar tepat sasaran sehingga  program ini dapat
berjalan lebih efektif. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaaan (P2KP) hanya sebatas pemberian modal usaha tetapi aspek
pemberdayaan kelompok melalui peran pendamping kelompok sangat perlu
ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi baik dari kalangan kampus dan
LSM yang baik.
3. Untuk mengurangi kekurangan-kekurang yang telah ada pada pelaksanaan Program
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) tahap I dan II, maka perlu di
lakukan penglibatan pelaku dari P2KP khususnya anggota kelompok semenjak
perencanaan, pelaksanaan program sampai pemamfaatan serta evaluasi Program
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), agar terjadi tranfaransi,
kredibilitas dan akuntabilitas lebih dapat ditingkatkan.
4. Masih sangat perlu diberikan bekal pelatihan yang terarah sesuai dengan kebutuhan
masing-masing anggota kelompok dalam Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP) untuk peningkatan ketrampilan dalam pengembangan usaha baik
untuk pemimpin kelompok maupun anggota kelompok. Pelatihan diharapkan dapat
berupa ketrampilan berproduksi sesuai dengan jenis usaha maupun pemasaran hasil
usaha bekerja sama dengan pihak Pemda dan pihak terkait setempat.
5. Bagi kelompok yang sudah berhasil mulai diarahkan untuk berhubungan dengan
pihak lembaga keuangan perbankan jika membutuhkan tambahan modal.
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